
 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

PERATURAN  

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                               NOMOR: 03/M-DAG/PER/1/2010  

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2010 – 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka menengah 
di bidang perdagangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, 
diperlukan suatu perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan; 

  b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya organisasi 
berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 
Perdagangan harus berlandaskan pada perencanaan strategis; 

  c. bahwa Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi serta dalam upaya mewujudkan organisasi berbasis kinerja 
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good 
governance; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan 
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
50 Tahun 2008; 

  10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

  11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009; 

   
  MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA 

STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2010 – 2014. 
   
  Pasal 1 
   

  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
  

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 
Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 
Kementerian Perdagangan adalah dokumen perencanaan Kementerian 
Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014. 

2. Kementerian Perdagangan adalah Kementerian yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

3. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.  
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  Pasal 2 
   

  Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Menteri ini. 

   
  Pasal 3 
   

  (1) Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, 
strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan oleh 
Kementerian Perdagangan pada tahun 2010-2014. 

  (2)  Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan 
Kementerian Perdagangan dalam menyusun rencana strategis dan 
rencana kerja dari masing-masing unit kerja. 

   
  Pasal 4 
   

  (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 
rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja yang 
berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan. 

  (2)  Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana 
Strategis Kementerian Perdagangan. 

   
  Pasal 5 
   

  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

   
      Ditetapkan di Jakarta 

   pada tanggal 27 Januari 2010 

MENTERI PERDAGANGAN R.I., 

 

                                                                    Ttd. 

                MARI ELKA PANGESTU 
 

     

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan R.I. 
Kepala Biro Hukum, 

 
 

Ttd. 
 
 

Widodo 
 


